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ABSTRAK 

Tzar Daniel Simanjuntak, 201710115022. Perlindungan Hukum Terhadap 

Justice Collaborator Ditinjau Dari Perspektif Pasal 10A Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Negara memiliki tugas untuk melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan 

warga negaranya, sehingga negara dalam rangka menjalankan tugas dimaksud 

harus berada dalam kondisi yang aman dan tertib melalui pembentukan UU guna 

menjamin tercapainya tujuan negara, diantaranya memberikan perlindungan 

hukum bagi setiap individu atau warga negara; tanpa membeda-bedakan suku, ras, 

agama, antar golongan, status hukum di muka persidangan pengadilan (saksi 

korban tindak pidana, tersangka atau bahkan terpidana). Salah satu bentuk nyata 

negara dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam memberantas tindak 

pidana organized crime adalah dengan cara memberikan penghargaan bagi JC 

sehubungan atas kesaksian yang diberikan sehingga dapat mengungkap tindak 

pidana yang sifatnya serius atau terorganisir, yakni penghargaan berupa 

keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan 

hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi 

JC yang berstatus narapidana yang tertulis pada Pasal 10A Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Bilamana merujuk ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dapat memberikan gambaran bahwa 

perolehan status JC memiliki segi kelemahan dalam hal pelaksanaannya yakni 

pengajuan JC yang harus diajukan kepada LPSK dan kemudian LPSK 

memberikan rekomendasi yang merekomendasikan bahwa seorang (tersangka 

atau terdakwa atau narapidana) adalah sebagai JC. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dan untuk 

mengetahui penegakan hukum yang diberikan instansi negara terhadap seseorang 

Justice Collaborator. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum 

terhadap Justice Collaborator dikarena seorang Justice Collaborator merupakan 

saksi pelaku yang mempunyai informasi terkait adanya suatu tindak pidana yang 

terorganisir, supaya tidak adanya ancaman pada seorang Justice Collaborator baik 

fisik maupun psikis. dan kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara tindak 

pidana sangat dibutuhkan guna untuk membantu pihak penegak hukum untuk 

mempermudah mendapatkan informasi dalam proses persidangan, terutama dalam 

tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir. 

Kata Kunci : Justice Collaborator, Perlindungan Hukum, Perlindungan Saksi 

dan Korban. 
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ABSTRACT 

Tzar Daniel Simanjuntak, 201710115022. Legal Protection of Justice 

Collaborators Reviewed From the Perspective of Article 10A of Law No. 31 of 

2014 concerning The Protection of Witnesses and Victims 

The state has the duty to protect the rights and obligations as well as the freedom 

of its citizens, so that the state in carrying out the said task must be in a safe and 

orderly condition through the formation of laws to ensure the achievement of state 

goals, including providing legal protection for every individual or citizen; without 

discriminating against ethnicity, race, religion, between groups, legal status 

before a court trial (witness victims of criminal acts, suspects or even convicts). 

One of the real forms of the state in law enforcement efforts, especially in 

eradicating organized crime is by giving awards to JC in connection with the 

testimony given so that it can reveal serious or organized criminal acts, namely 

awards in the form of leniency in criminal penalties or parole, remissions. 

additional prisoners, and the rights of other prisoners in accordance with the 

provisions of the legislation for JC who has the status of a prisoner as written in 

Article 10A of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses 

and Victims. 

When referring to the provisions of Article 10A of Law Number 31 of 2014 

concerning the Protection of Witnesses and Victims; can provide an illustration 

that the acquisition of JC status has a weakness in terms of implementation, 

namely the JC submission that must be submitted to LPSK and then LPSK 

provides a recommendation that recommends that one (suspect or defendant or 

inmate) is a JC. This study aims to determine the form of legal protection against 

the Justice Collaborator and to determine the law enforcement given by state 

agencies to a Justice Collaborator. In this study, the method used is a normative 

juridical legal research method using a statutory approach. 

The results of this study indicate that the importance of legal protection for the 

Justice Collaborator is because a Justice Collaborator is a witness to the 

perpetrator who has information regarding the existence of an organized crime, 

so that there is no threat to a Justice Collaborator both physically and 

psychologically. and the presence of witnesses in proving a criminal case is very 

much needed in order to assist law enforcement agencies to facilitate obtaining 

information in the trial process, especially in organized criminal acts. 

Keywords : Justice Collaborator, Legal Protection, Legal Protection of 

Witnesses and Victims. 
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